BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Bidang Perlindungan Hutan dan

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Barat dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun

2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan di

Sumatera Barat, seperti:

a.

Pemerintah sudah melakukan sosialisasi untuk mengimplementasikan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015

Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan

. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemeintah dalam hal ini Dinas

Kehutanan memiliki metode yang berbeda-beda di masing-masing
nagari.
Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

sudah melakukan perekrutan terhadap masyarakat.

. Pemerintah sudah membentuk Lembaga Masyarakat Perlindungan

Hutan Berbasis Nagari di Nagari-nagari yang rawan pelanggaran dan
pengrusakan kawasan hutan.
Pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat yang sudah tergabung

di dalam Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari.
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namun dilapangan masih ada nagari-nagari yang belum melibatkan peran
serta masyarakat dalam perlindungan hutan, sehingga peraturan ini masih

belum terealisasi dengan baik.

. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Provinsi Sumatera Barat

dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam

Perlindungan Hutan.

a. Masalah Sumber Daya Manusia

b. Masalah Anggaran

c. Masalah Keterbatasan Personil Dinas Kehutanan

d. Masyarakat yang tidak mengerti tugas dan fungsinya

e. Adanya prakter nepotisme yang lakukan oleh masyarakat.

f. Masalah sarana dan prasarana

g. Masalah masyarakat yang menganggap kawasan hutan sebagai tanah
ulayat masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta

Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan

a. Melakukan pembinaan secara mendalam terhadap masyarakat

b. Melakukan Sosialisasi dengan terus menerus.

c. Menyiapkan bimbingan teknis untuk masyarakat
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d. Pemerintah menyiapkan anggaran
e. Pemerintah melakukan monitoring lansung kelapangan.
f. Terus melakukan pertemuan dengan masyarakat.
g. Menindak tegas oknum masyarakat yang melakukan praktek nepotisme
h. Melakukan penyelesaian terkait persoalan kawasan hutan yang
dianggap masyarakat sebagai tanah ulayat.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis
memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait
implementasi atau penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan
Hutan, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Perlindungan Hutan, dalam proses pelaksanaanya agar Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan Peninjauan kembali
terhadap pengrealisasian Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan
Hutan.

2. Agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mensosialisasikan kembali
kepada masyarakat Sumatera Barat melalui nagari-nagari di Sumatera Barat
mengenai kebijakan atau peraturan tersebut sekaligus meninjau ulang

peraturan tersebut sesuai dengan fakta dilapangan.
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3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus lebih meningkatkan dan
memperbanyak kegiatan untuk penguatan dan pengembangan diri
masyarakat dalam hal kehutanan, agar tidak ada lagi kecolongan-
kecolongan dari kelompok masyarakat lainnya. Jika masih ada masyarakat
yang menganggap kawasan hutan ini adalah tanah ulayat masyarakat,
pemerintah harus secepat dan semaksimal mingkin untuk menyelesaikan
permasalahan ini, karena ini adalah persoalan hak dan ruang hidup
masyarakat.

4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus menjadikan ini prioritas dalam
implementasi peraturan ini perihal pendanaan yang dibahas dalam
pembahasan anggaran Provinsi Sumatera Barat, agar masyarakat bisa lebih
maksimal lagi dalam menjalankan perasn dan fungsinya untuk menjaga

hutan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.
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